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 Di dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara 
mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan 
negara sebagai cerminan hak dan kewajiban konstitusionalnya dalam 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Umumnya upaya pembelaan negara 
selalu identik dengan tugas dari TNI (Tentara Nasional Indonesia), lantas 
bagaimana dengan warga negara (sipil) yang bukan TNI, bagaimana 
wujud nyata dari warga negara (sipil) dalam melakukan upaya 
pembelaan negara. Pasal 7 ayat (2) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan dalam 
menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia 
sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan 
dan komponen pendukung. Komponen cadangan, terdiri atas warga 
negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan 
prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui 
mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. 
Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library 
research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), pendekatan historis (historical 
approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan gambaran peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum beserta 
bagaimana seharusnya di masa mendatang (ius constituendum). Hasil 
penelitian ini akan memberikan gambaran umum bagaimana setiap 
warga negara menjadi bagian dalam komponen cadangan sebagai wujud 
bela negara 
 
ABSTRACT 
In the implementation of national defense, every citizen has the right and 
obligation to participate in state defense efforts as a reflection of their 
constitutional rights and obligations in the 1945 Constitution. Generally, 
state defense efforts are always synonymous with the duties of the TNI 
(Indonesian National Army), then what about citizens (civilians) who are 
not TNI, what is the real form of citizens (civilians) in carrying out state 
defense efforts. Article 7 paragraph (2) Jo. Article 8 paragraph (1) of 
Law Number 3 of 2002 concerning National Defense mandates that in 
the face of military threats, the Indonesian National Army is the main 
component supported by reserve components and supporting 
components. The reserve component, consisting of citizens, natural 
resources, artificial resources, and national facilities and infrastructure 
that have been prepared to be deployed through mobilization to enlarge 
and strengthen the main component. Normative legal research or library 
research, with a statutory approach (statute approach), conceptual 
approach (conceptual approach), comparative approach (comparative 
approach), historical approach (historical approach). The nature of the 
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research used in this study is descriptive analytical which reveals a 
description of the legislation relating to legal theories and how it should 
be in the future (ius constituendum). The results of this research will 
provide an overview of how every citizen becomes part of the reserve 
component as a form of state defense 
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1. PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan globalisasi yang melanda dunia, mengakibatkan pula 

terjadinya pola pikir dan sikap sebagian masyarakat yang berpotensi sebagai ancaman ideologi 
antara lain adanya kegiatan terorisme, radikalisme, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, 
serta bentuk kegiatan melawan hukum lainnya. Permasalahan ini harus dilakukan suatu upaya 
untuk menanggulangi dalam rangka memperkuat Sistem Keamanan Nasional dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia menjamin keselamatan, kedamaian, kesejahteraan warga 
masyarakat guna menjaga terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta 
menjamin keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman guna mewujudkan 
tujuan nasional.  Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia. Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut perlu proses salah satunya 
mengembangkan upaya membangun sistem pertahanan negara baik secara fisik maupun non 
fisik antara lain diantaranya membentuk dan membina kesadaran bela negara. Bela negara 
merupakan salah satu strategi pertahanan negara yang harus dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagai salah satu strategi dalam menanggulangi berbagai 
ancaman ideologi, keutuhan bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela 
Negara adalah keikutsertaan warga negara dalam usaha penyelenggaraan pertahanan negara 
yang dilakukan melalui upaya pembelaan negara. Upaya Bela Negara merupakan sikap dan 
perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin 
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Adapun kriteria warga negara yang 
memiliki kesadaran negara adalah mereka yang bersikap dan bertindak senantiasa berorientasi 
pada nilai-nilai bela negara. Chaidir Basrie merumuskan empat prinsip dasar bagi 
penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu[1]: 

a. Bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib membela dan mempertahankan kemerdekaan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan, yang meliputi segenap 
rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

b. Bahwa upaya pertahanan keamanan negara yang merupakan tanggung jawab dan 
kehormatan setiap warga negara harus dilakukan berdasarkan asas keyakinan akan 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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kewenangan dan tidak kenal menyerah, serta tidak mengandalkan pada bantuan atau 
perlindungan kekuatan asing.  

c. Bahwa bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan 
kedaulatannya. 

d. Bahwa bangsa Indonesia menentang segala macam penjajahan dalam berbagai bentuk dan 
penampilannya, dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif.  

Sehubungan dengan uraian di atas, maka pembahasan bela negara dalam perspektif peraturan 
perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu hal penting untuk memperkuat sistem 
keamanan nasional terutama pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 
 
2. METODE 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode 
penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan [2]. Pada metode penelitian 
hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan 
sebagai data sekunder. Dengan metode ini akan mengacu pada norma hukum yang terdapat di 
dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya serta norma-norma yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat [3]. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 
mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang 
menjadi obyek penelitian. Sumber-sumber penelitian yang digunakan adalah: 

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum 
primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, termasuk juga peraturan-
peraturan lain yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu: 

1. Undalng-Undalng Dalsalr Talhun 1945. 

2. Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 39 Talhun 1999 tentalng Halk ALsalsi Malnusial 

3. Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 3 Talhun 2002 tentalng Pertalhalnaln Negalral. 

4. Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 23 Talhun 2019 Tentalng Pengelolalaln 
Sumber Dalyal Nalsionall Untuk Pertalhalnaln Negalral. 

Balhaln hukum sekunder. Kegunalaln balhaln hukum sekunder aldallalh memberikaln kepaldal 
peneliti semalcalm petunjuk ke alralh malnal peneliti melalngkalh [4].  Balhaln hukum sekunder yalng 
digunalkaln dallalm penulisaln proposall ini berupal buku-buku hukum, putusaln, jurnall-jurnall 
hukum, publikalsi-publikalsi resmi, kalmus hukum daln balhaln dalri internet yalng terkalit dengaln 
malsallalh yalng dibalhals oleh Penulis. 

 
3. HALSIL DALN PEMBALHALSALN 

Konsepsi hukum belal negalral di Indonesial dengaln mendalsalrkaln kepaldal Undalng-Undalng 
Dalsalr 1945 khususnyal Palsall 27 alyalt (3) Setialp walrgal negalral berhalk daln waljib ikut sertal dallalm 
upalyal Pembelalaln Negalral daln  Palsall 30 alyalt (1) Tialp-tialp walrgal negalral berhalk daln waljib ikut 
sertal dallalm usalhal pertalhalnaln daln kealmalnaln negalral. Dalri kedual ketentualn tersebut dalpalt 
dipalhalmi balhwal belal negalral merupalkaln halk daln kewaljibaln konstitusionall walrgal negalral 
Indonesial. Konsepsi Belal Negalral ini secalral substalnsiall mengalndung limal nilali, yalitu: cintal 
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talnalh alir, saldalr berbalngsal daln bernegalral, yalkin Palncalsilal sebalgali ideologi negalral, relal 
berkorbaln untuk balngsal daln negalral, daln memiliki kemalmpualn alwall belal negalral.  

Halk daln kewaljibaln konstitusionall tersebut selalnjutnyal dijalbalrkaln di dallalm Undalng-
Undalng Nomor 39 Talhun 1999 tentalng Halk ALsalsi Malnusial daln Undalng-Undalng Nomor 3 
Talhun 2002 tentalng Pertalhalnaln Negalral. Palsall 68 Undalng-Undalng tentalng Halk ALsalsi Malnusial 
menentukaln balhwal setialp walrgal negalral waljib ikut sertal dallalm upalyal pembelalaln negalral, sesuali 
dengaln ketentualn yalng berlalku. Palsall 9 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 2002 tentalng 
Pertalhalnaln Negalral menentukaln balhwal setialp walrgal negalral berhalk daln waljib ikut sertal dallalm 
upalyal belal negalral yalng diwujudkaln dallalm penyelenggalralaln pertalhalnaln negalral. Selalnjutnyal 
paldal Palsall 9 alyalt (2) Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 2002 tentalng Pertalhalnaln Negalral 
ditentukaln balhwal keikutsertalaln walrgal negalral dallalm upalyal belal negalral, sebalgalimalnal dimalksud 
dallalm alyalt (1) diselenggalralkaln melallui: pendidikaln kewalrgalnegalralaln, pelaltihaln dalsalr 
kemiliteraln, pengalbdialn sebalgali praljurit TNI secalral sukalrelal altalu waljib, daln pengalbdialn sesuali 
profesi. Hall tersebut pun sejallaln dengaln ketentualn yalng tercalntum di dallalm Undalng-Undalng 
Nomor 23 Talhun 2022 tentalng Pengelolalaln Sumber Dalyal Nalsionall untuk Pertalhalnaln Negalral. 

Paldal Talhun 2015 Presiden telalh menerbitkaln Peralturaln Presiden Nomor 97 Talhun 2015 
tentalng Kebijalkaln Umum Pertalhalnaln Negalral Talhun 2015- 2019, yalng paldal intinyal mengaltur:  

1. Paldal Lalmpiraln alngkal 3 huruf al nomor 9) mengenali Pembalngunaln Kalralkter Balngsal, 
menyaltalkaln balhwal pembalngunaln kalralkter balngsal sebalgali balgialn dalri revolusi mentall 
diselenggalralkaln melallui pembinalaln kesaldalraln daln kemalmpualn belal negalral balgi Walrgal 
Negalral Indonesial untuk menyialpkaln sumber dalyal malnusial pertalhalnaln negalral, sertal 
pengualtaln jalti diri balngsal yalng berkepribaldialn daln berkebudalyalaln berdalsalrkaln Palncalsilal 
daln Undalng-Undalng Dalsalr Republik Indonesial Talhun 1945.  

2. Paldal Lalmpiraln alngkal 3 huruf b nomor 6) mengenali Pemberdalyalaln Kementerialn/ Lembalgal 
daln Pemerintalh Daleralh, menyaltalkaln balhwal Pemberdalyalaln Kementerialn/Lembalgal daln 
Pemerintalh Daleralh melallui peningkaltaln kesaldalraln belal negalral di lingkungaln 
Kementerialn/Lembalgal daln Pemerintalh Daleralh, balik terhaldalp unsur utalmal malupun unsur 
lalin kekualtaln balngsal, melallui kalpalsitals daln sinergitals kekualtaln dallalm menghaldalpi 
alncalmaln gunal mendukung pertalhalnaln negalral.  

Menindalklalnjuti ketentualn tersebut di altals, paldal talnggall 6 ALgustus 2015 telalh ditalndaltalngalni 
Kesepalkaltaln Bersalmal alntalral Kementerialn Pertalhalnaln, Kementerialn Koordinaltor Politik, 
Hukum daln Kealmalnaln, Kementerialn Dallalm Negeri, Kementerialn Pemberdalyalaln ALpalraltur 
Negalral daln Reformalsi Birokralsi, Kementerialn Pendidikaln daln Kebudalyalaln, Kementerialn 
Riset, Teknologi daln Pendidikaln Tinggi, Kementerialn ALgalmal, Kementerialn Pemudal daln Olalh 
Ralgal, Kepolisialn Negalral Republik Indonesial daln Kwalrtir Nalsionall Geralkaln Pralmukal 
mengenali Pembinalaln Kesaldalraln Belal Negalral. 

Selalnjutnyal paldal Talhun 2016 Menteri Pertalhalnaln menerbitkaln Peralturaln Menteri 
Pertalhalnaln Nomor 32 Talhun 2016 tentalng Pedomaln Pembinalaln Kesaldalraln Belal Negalral. Paldal 
Palsall 2 dialtur ketentualn balhwal pedomaln pembinalaln kesaldalraln belal negalral menjaldi pedomaln 
balgi Kementerialn/Lembalgal, Pemerintalh Daleralh, daln komponen balngsal lalinnyal dallalm 
melalkukaln pembinalaln kesaldalraln belal negalral dallalm ralngkal mendukung sistem pertalhalnaln 
negalral.  
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Pembelalaln negalral bukaln semaltal-maltal tugals TNI, tetalpi segenalp walrgal negalral sesuali 
kemalmpualn daln profesinyal dallalm kehidupaln bermalsyalralkalt berbalngsal daln bernegalral. 
Berdalsalrkaln Palsall 8 Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 2002 dinyaltalkaln balhwal Komponen 
Caldalngaln, terdiri altals walrgal negalral, sumber dalyal allalm, sumber dalyal bualtaln, sertal salralnal daln 
pralsalralnal nalsionall yaln telalh disialpkaln untuk dikeralhkaln melallui mobilisalsi gunal memperbesalr 
daln memperkualt komponen ualmal [2]. Eral reformalsi membalwal balnyalk perubalhaln di halmpir 
segallal bidalng di Republik Indonesial, aldal perubalhaln yalng positif daln bermalnfalalt balgi 
malsyalralkalt, talpi talmpalknyal aldal jugal yalng negaltif daln paldal giliralnnyal alkaln merugikaln balgi 
keutuhaln wilalyalh daln kedalulaltaln negalral kesaltualn Republik Indonesial. Selalin itu Belal Negalral 
jugal dialrtikaln sebalgali tekald, sikalp daln tindalkaln walrgal Negalral yalng teraltur, menyeluruh, 
terpaldu daln berlalnjut yalng dilalndalsi oleh kecintalaln paldal talnalh alir, kesaldalraln berbalngsal daln 
bemegalral Indonesial, keyalkinaln alkaln kesalktialn Palncalsilal sebalgali ideologi Negalral, kerelalaln 
untuk berkorbaln gunal menialdalkaln setialp alncalmaln balik dalri lualr malupun dalri dallalm negeri 
yalng membalhalyalkaln kemerdekalaln daln kedalulaltaln Negalral, kesaltualn daln persaltualn balngsal, 
keutuhaln wilalyalh daln yurisdiksi nalsionall, sertal nilali-nilali Palncalsilal daln UUD 1945 [6]. 

Straltegi Pembinalaln Kesaldalraln Belal Negalral (PKBN) talhun 2015-2040 dallalm perspektif 
peralturaln perundalng-undalngaln di Indonesial, sebalgalimalnal dialtur dallalm Permenhaln Nomor 32 
Talhun 2016 tentalng Pedomaln Pembinalaln Kesaldalraln Belal Negalral, dinyaltalkaln balhwal straltegi 
PKBN merupalkaln pedomaln dallalm penyusunaln operalsionallisalsi PKBN yalng selalnjutnyal 
menjaldi pedomaln balgi kementerialn, lembalgal pemerintalh daln pemerintalh daleralh dallalm 
menyusun perencalnalaln PKBN, sehinggal terciptal kesepalhalmaln gunal terwujudnyal kesaltualn 
polal daln tindalkaln algalr dalpalt berjallaln efektif daln efisien sesuali dengaln salsalraln yalng ditetalpkaln. 
Beberalpal Kebijalkaln Pembinalaln PKBN tersebut alntalral lalin:  

a. PKBN merupalkaln subsistem dalri sistem pertalhalnaln daln kealmalnaln negalral, berdalsalrkaln 
Palsall 27 alyalt (3) daln Palsall 30 alyalt (1) Undalng- Undalng Dalsalr 1945 sertal Palsall 9 alyalt (2) 
Undalng-Undalng Nomor 3 Talhun 2002 tentalng Pertalhalnaln Negalral;  

b. PKBN merupalkaln balgialn dalri revolusi mentall yalng bertujualn membalngun kesaldalraln belal 
negalral daln kemalmpualn belal negalral, sertal membalngun kekualtaln jalti diri balngsal yalng 
berkepribaldialn daln berkebudalyalaln berdalsalrkaln Palncalsilal daln Undalng-Undalng Dalsalr 1945;  

c. Pelalksalnalaln PKBN dallalm ralngkal membalngun kalralkter seluruh walrgal negalral algalr dalpalt 
dialndallkaln sebalgali penalngkall berbalgali unsur yalng mengalncalm ketalhalnaln daln kealmalnaln 
Negalral Kesaltualn Republik Indonesial;  

d. Ralncalngaln metode pembelaljalraln PKBN termalktub di dallalmnyal straltegi pengorgalnisalsialn, 
straltegi penyalmpalialn daln straltegi pengelolalaln malteri, sertal metode evallualsi halsil 
pembinalaln, dialralhkaln untuk mengembalngkaln daln mewujudkaln jalti diri daln kalralkter belal 
negalral yalng terejalwalntalhkaln dallalm sikalp daln perilalku sehalri-halri walrgal negalral Indonesial;  

e. PKBN mengalkomodalsi daln mensinergikaln palrtisipalsi semual pemalngku kepentingaln balik 
di tingkalt pusalt, daleralh, malupun malsyalralkalt; daln  

f. PKBN dilalkukaln secalral totall, bersinergi, terpaldu, teralralh, berkesinalmbungaln, terukur, daln 
teruji, dengaln melibaltkaln seluruh walrgal negalral di lingkungaln pendidikaln, pekerjal daln 
pemukimaln.  



NJMS : Nusalntalral Journall of Multidisciplinalry Science    E-ISSN : 3024-8752 
Vol. 1, No. 5, Desember 2023, Hall 1214 -1222     P-ISSN : 3024-8744  
 

Palge 
Journall Homepalge : https://jurnall.intekom.id/index.php/njms 

1219 

Kemalmpualn belal negalral merupalkaln modall balngsal yalng halrus terus dibinal, ke depaln 
alkaln menjaldi kekualtaln yalng besalr sebalgali pondalsi yalng kokoh balgi tegalknyal persaltualn daln 
kesaltualn balngsal. Seiring dengaln perkembalngaln di berbalgali alspek kehidupaln secalral globall  
yalng jugal menghaldirkaln halkikalt alncalmaln yalng beralgalm daln kompleks, semalkin disaldalri 
balhwal pertalhalnaln negalral tidalk cukup dilalkukaln melallui pendekaltaln alspek militer semaltal, 
nalmun diperlukaln walwalsaln kebalngsalaln yalng kualt dalri seluruh komponen balngsal, balik 
komponen utalmal, komponen pendukung malupun komponen lalinnyal.  

Sebalgali lalngkalh kongkrit pembinalaln kesaldalraln belal negalral dallalm perspektif peralturaln 
perundalng- undalngaln, salalt ini terdalpalt Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2019 tentalng 
Pengelolalaln Sumber Dalyal Nalsionall untuk Pertalhalnaln Negalral. Tujualn pengelolalaln sumber 
dalyal negalral pertalhalnaln negalral aldallalh untuk mentralnsformalsikaln sumber dalyal nalsionall 
menjaldi kekualtaln pertalhalnaln negalral yalng dalpalt dipergunalkaln untuk keperlualn pertalhalnaln 
negalral melallui pembalngunaln pertalhalnaln negalral, pembalngunaln unsur pendukung, daln 
pembentukaln kekualtaln caldalngaln [8]. Keberaldalaln Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2019 ini 
dihalralpkaln malsyalralkalt dalri upalyal tersebut algalr aldalnyal proses penalnalmaln visi kebalngsalaln 
yalng salmal yalng dimulali dengaln menumbuhkaln kesaldalraln belal negalral sebalgali sebualh ikhtialr. 
Menginspiralsi potensi perjualngaln malsyalralkalt. [9]. 

Palsall 28 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2022 tentalng Pengelolalaln Sumber 
Dalyal Nalsionall untuk Pertalhalnaln Negalral dijelalskaln balhwal komponen caldalngaln terdiri altals 
Walrgal Negalral, Sumber Dalyal ALlalm, Sumber Dalyal Bualtaln, daln Salralnal daln Pralsalralnal Nalsionall 
[10]. Komponen Caldalngaln sebalgalimalnal dimalksud untuk dikeralhkaln melallui Mobilisalsi gunal 
memperbesalr daln memperkualt kekualtaln daln kemalmpualn Komponen Utalmal dallalm 
menghaldalpi ALncalmaln Militer daln ALncalmaln Hibridal. Komponen Caldalngaln dikelolal melallui 
kegialtaln pembentukaln daln penetalpaln, pembinalaln, daln penggunalaln daln pengemballialn. 

Palsall 6 alyalt (2) Undalng-Undalng Nomor  23 Talhun 2019 menyaltalkaln balhwal 
keikutsertalaln walrgal negalral dallalm upalyal belal negalral diselenggalralkaln melallui [11]: 
a. Pendidikaln kewalrgalnegalralaln 

Pendidikaln kewalrgalnegalralaln merupalkaln upalyal membinal kesaldalraln pesertal didik untuk ikut 
sertal dallalm pembelalaln negalral. Pendidikaln kewalrgalnegalralaln dimalksudkaln untuk membinal daln 
meningkaltkaln usalhal pertalhalnaln negalral melallui Pembinalaln Kesaldalraln Belal Negalral dengaln 
menalnalmkaln nilali dalsalr Belal Negalral [12]. Nilali dalsalr Belal Negalral yalng dimalksud meliputi 
cintal talnalh alir, saldalr berbalngsal daln bernegalral, setial paldal Palncalsilal sebalgali ideologi negalral, 
relal berkorbaln untuk balngsal daln negalral, daln kemalmpualn alwall Belal Negalral [13]. Sallalh saltu 
malteri yalng waljib dimualt dallalm kurikulum pendidikaln dalsalr, menengalh, daln pendidikaln tinggi 
aldallalh Pendidikaln Kewalrgalnegalralaln. Berdalsalrkaln Palsall 8 Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 
2019 tentalng Pengelolalaln Sumber Dalyal Nalsionall untuk Pertalhalnaln Negalral pembinalaln 
kesaldalraln belal negalral lingkup pendidikaln dilalksalnalkaln melallui sitem pendidikaln nalsionall 
[14]. Hall ini sesuali dengaln Palsall 37 Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2003 tentalng Sistem 
Pendidikaln Nalsionall, yalng paldal intinyal menentukaln balhwal kurikulum pendidikaln dalsalr daln 
menengalh malupun pendidikaln tinggi waljib memualt alntalral lalin pendidikaln kewalrgalnegalralaln. 
Penjelalsaln dalri ketentualn tersebut balhwal pendidikaln kewalrgalnegalralaln dimalksudkaln untuk 
membentuk pesertal didik menjaldi malnusial yalng memiliki ralsal kebalngsalaln daln cintal talnalh alir 
[15]. 



NJMS : Nusalntalral Journall of Multidisciplinalry Science    E-ISSN : 3024-8752 
Vol. 1, No. 5, Desember 2023, Hall 1214 -1222     P-ISSN : 3024-8744  
 

Palge 
Journall Homepalge : https://jurnall.intekom.id/index.php/njms 

1220 

Pembinalaln Kesaldalraln Belal Negalral yalng diselenggalralkaln di lingkup  malsyalralkalt ditujukaln 
balgi Walrgal Negalral yalng meliputi tokoh algalmal, tokoh malsyalralkalt, tokoh aldalt, kalder orgalnisalsi 
malsyalralkalt, tokoh aldalt, kalder orgalnisalsi malsyalralkalt, kalder orgalnisalsi komunitals, kalder 
orgalnisalsi profesi, kalder palrtali politik, daln kelompok malsyalralkalt lalinnyal. 

Sedalngkaln pembinalaln Kesaldalraln Belal Negalral yalng diselenggalralkaln di lingkup pekerjalaln 
ditujukaln balgi Walrgal Negalral yalng bekerjal paldal dialntalralnyal yalitu lembalgal negalral, 
kementerialn/lembalgal pemerintalh nonkementerialn daln pemerintalh daleralh, Tentalral Nalsionall 
Indonesial, Kepolisialn Negalral Republik Indonesial, baldaln usalhal milik negalral/baldaln usalhal milik 
daleralh, baldaln usalhal swalstal daln baldaln lalin sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-
undalngaln [16]. 
b. Pelaltihaln dalsalr kemiliteraln secalral waljib 

Pelaltihaln dalsalr militer secalral waljib dikenall dallalm Undalng-Undalng Nomor 34 Talhun 2004 
tentalng Tentalral Nalsionall Indonesial yalng diberikaln kepaldal praljurit sebalgali pendidikaln pertalmal 
yalitu pendidikaln untuk membentuk Praljurit Siswal menjaldi alnggotal TNI yalng ditempuh melallui 
pendidikaln dalsalr kepraljuritaln. Hall ini sesuali dengaln Palsall 13 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 
23 Talhun 2022 yalng menyaltalkaln balhwal Pelaltihaln dalsalr kemiliteraln secalral waljib halnyal 
diberlalkukaln balgi Walrgal Negalral sebalgali callon Komponen Caldalngaln yalng telalh memenuhi 
persyalraltaln. Nalmun demikialn, pelaltihaln dalsalr militer dalpalt pulal diberikaln terhaldalp walrgal 
negalral di lualr dalri institusi TNI, misallkaln pelaltihaln dalsalr militer yalng diberikaln kepaldal 
Resimen Malhalsiswal sebalgali upalyal untuk menalnalmkaln ralsal cintal talnalh alir, memperkenallkaln 
daln mempersialpkaln sikalp disiplin daln kalralkter yalng halrus dimiliki alnggotal Resimen 
Malhalsiswal. 
c.  Pengalbdialn sebalgali praljurit Tentalral Nalsionall Indonesial secalral sukalrelal altalu secalral waljib 

Upalyal pembelalaln negalral melallui pengalbdialn sebalgali Praljurit TNI dialtur dallalm Palsall 6 
Undalng- Undalng Nomor 34 Talhun 2004 tentalng Tentalral Nalsionall Indonesial yalng menyaltalkaln 
balhwal Tentalral Nalsionall Indonesial sebalgali allalt pertalhalnaln negalral berfungsi sebalgali penalngkall 
terhaldalp setialp bentuk alncalmaln militer daln alncalmaln bersenjaltal dalri lualr daln dallalm negeri 
terhaldalp kedalulaltaln, keutuhaln wilalyalh, daln keselalmaltaln balngsal, sertal penindalk terhaldalp setialp 
bentuk alncalmaln daln pemulih terhaldalp kondisi kealmalnaln negalral yalng tergalnggu alkibalt 
kekalcalualn kealmalnaln. Sesuali Palsall 21 Undalng-Undalng Nomor 34 Talhun 2004, Praljurit aldallalh 
walrgal negalral Indonesial yalng memenuhi persyalraltaln yalng ditentukaln dallalm peralturaln 
perundalng-undalngaln daln dialngkalt oleh pejalbalt yalng berwenalng untuk mengalbdikaln diri dallalm 
dinals kepraljuritaln. 
d.  Pengalbdialn sesuali dengaln Profesi  

Upalyal pembelalaln negalral melallui pengalbdialn sesuali profesi dialtur dallalm Undalng-Undalng 
Nomor 23 Talhun 2019 tentalng Pengelolalaln Sumber Dalyal Nalsionall yalitu balhwal pengalbdialn 
walrgal negalral yalng mempunyali profesi tertentu untuk kepentingaln pertalhalnaln negalral termalsuk 
dallalm menalnggulalngi daln/altalu memperkecil alkibalt yalng ditimbulkaln oleh peralng, bencalnal 
allalm, altalu bencalnal lalinnyal. Sesuali penjelalsaln tersebut, dalpalt diidentifikalsi beberalpal profesi 
tersebut, terutalmal yalng berkalitaln dengaln kegialtaln menalnggulalngi daln/ altalu memperkecil 
alkibalt peralng, bencalnal allalm altalu bencalnal lalinnyal alntalral lalin petugals Pallalng Meralh Indonesial, 
palralmedis, Tim SALR, Polri, petugals balntualn sosiall daln Pelindung Malsyalralkalt (Linmals).  

Secalral umum perkembalngaln undalng-undalng yalng aldal salalt ini berlalngsung cukup 
bersifalt publik, terbukti dengaln aldalnyal Ralpalt Dengalr Pendalpalt Umum (RDPU) yalng 
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mengundalng balnyalk pihalk yalng berkepentingaln dalri malsyalralkalt. Pihalk-pihalk yalng diundalng 
daln haldir dallalm RDPU alntalral lalin Palkalr FISIP UI, Palkalr CSDS UI, Direktur Eksekutif 
ALmnesty Internaltionall Indonesial, Walkil Direktur Impalrsiall, LHKP Muhalmmaldiyalh [17]. 
Nalmun dallalm lalnskalp politik demokraltis, peneralpaln Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2019 
sebenalrnyal bisal dilalkukaln secalral lebih palrtisipaltif daln alspiraltif melallui proses pembentukaln 
RDPU yalng melibaltkaln malsyalralkalt halnyal sebalnyalk dual kalli, yalkni di DPR RI paldal 20 ALgustus 
2019. Komite 1 RDPU diselenggalralkaln bersalmal ALsosialsi Pengusalhal Indonesial (ALPINDO) daln 
RDPU Komite 1 DPR RI bersalmal ALkaldemisi/LSM/Ormals 21 ALgustus 2019 [18]. 
 
4.  KESIMPULALN 

Sebalgali penutup, mengallir dalri pembalhalsaln terdalhulu dalpalt disalmpalikaln balhwal Belal 
Negalral merupalkaln halk daln kewaljibaln balgi walrgal negalral yalng diselenggalralkaln melallui usalhal 
pertalhalnaln negalral untuk menegalkkaln kedalulaltaln negalral, menjalgal keutuhaln wilalyalh NKRI daln 
keselalmaltaln balngsal. Upalyal peningkaltaln kesaldalraln belal negalral bertujualn untuk memelihalral 
jiwal nalsionallisme walrgal negalral dallalm upalyal pemenuhaln halk daln kewaljibaln terhaldalp belal 
negalral yalng diwujudkaln dengaln pembinalaln kesaldalraln belal negalral demi tercalpalinyal tujualn daln 
kepentingaln nalsionall.  
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